
CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 5 No 11 Tahun 2024

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461ISSN 3031-0369 
 
 
 
 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK: MENJAMIN HAK-HAK DAN 
KESEJAHTERAAN ANAK DI INDONESIA  

 
Fatha Mubina Putra1), Nova Konny Umboh.2) 

1Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno 
email: fathaputra@icloud.com novakonny.nku@gmail.com  

 
ABSTARCT 

 
Legal protection for children is a crucial aspect in ensuring the rights and 
welfare of children in Indonesia. This article discusses the fundamental 
rights of children under Indonesia law, which include the right to life and 
development, the right to protection, and the right to participation. Law No. 
23 of 2002 concerning Child Protection, which has been amended by Law 
No. 35 of 2014, is the main legal basis for child protection efforts in 
Indonesia. This law establishes the obligation of the state, government, 
society, family, and parents to provide protection and welfare for children. 
However, the implementation of this law still faces various challenges, 
including a lack of public awareness, lack of facilities and services for 
children victims of violence, and obstacles in law enforcement. This article 
emphasizes the importance of cooperation between the government, the 
community, and related parties to ensure that children's rights can be 
fulfilled optimally. With this collective effort, it is hoped that Indonesia's 
children can grow and develop in a safe, healthy, and supportive 
environment, and be ready to face a better future. 
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ABSTRAK 
 
Perlindungan hukum terhadap anak merupakan aspek krusial 
dalam menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. 
Artikel ini membahas hak-hak fundamental anak berdasarkan 
hukum Indonesia, yang mencakup hak atas hidup dan tumbuh 
kembang, hak atas perlindungan, dan hak atas partisipasi. Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, menjadi 
landasan hukum utama dalam upaya perlindungan anak di 
Indonesia. Undang-undang ini menetapkan kewajiban negara, 
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam 
memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Meskipun 
demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi 
berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, 
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minimnya fasilitas dan layanan bagi anak-anak korban kekerasan, 
serta kendala dalam penegakan hukum. Artikel ini menekankan 
pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-
pihak terkait untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat 
terpenuhi secara optimal. Dengan adanya upaya kolektif ini, 
diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang 
dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung, serta siap 
menghadapi masa depan yang lebih baik. 
 
Kata kunci: Perlindungan Anak, Hak Anak, Undang-Undang 
Perlindungan Anak 

 
A. Pendahuluan 

 
Anak-anak merupakan generasi penerus yang memegang peranan penting dalam 

pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan 
perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin hak-hak dan kesejahteraan mereka. Di 
Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Undang-undang ini dirancang 
untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan 
penelantaran. Hak-hak anak adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap anak tanpa 
diskriminasi. Hak-hak ini meliputi hak atas hidup, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, 
hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di 
Indonesia, hak-hak anak dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang yang relevan. 
Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa banyak anak masih mengalami 
pelanggaran hak-hak mereka. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia memberikan 
landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak. Undang-undang ini menetapkan 
berbagai mekanisme dan prosedur untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, 
eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur peran dan 
tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, 
dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak (Indriati et al., n.d.)1. 

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dipandang sebelah mata. 
Anak-anak yang terlindungi hak-haknya akan tumbuh menjadi individu yang sehat, 
berpendidikan, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Sebaliknya, anak-anak yang 
hak-haknya dilanggar akan mengalami berbagai masalah fisik dan psikologis yang dapat 
menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak 
harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik. Implementasi undang-undang 
perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah 
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Banyak orang tua dan 
masyarakat yang masih belum memahami hak-hak anak dan kewajiban mereka dalam 

 
1 Indriati, N., Wahyoeningsih, K. K., Sanyoto, dan, Hukum Internasional, B., Hukum Keperdataan, B., Bagian Hukum Acara, 
dan, Hukum Universitas Jenderal Sudirman Jalan Bunyamin Nomor, F. H., & Tengah, J. (n.d.). Perlindungan dan Pemenuhan 
Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas). http://gorontalonews.net/?p=227 
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melindungi anak-anak. Selain itu, minimnya fasilitas dan layanan bagi anak-anak korban 
kekerasan juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yang memadai. Penegakan 
hukum juga menjadi tantangan tersendiri dalam perlindungan anak. Banyak kasus kekerasan 
dan eksploitasi anak yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. 
Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan dana yang memadai 
untuk menangani kasus-kasus tersebut. Selain itu, stigma sosial dan budaya yang masih 
menganggap masalah kekerasan terhadap anak sebagai masalah keluarga internal juga 
menghambat proses penegakan hukum (Wahyudi & Kushartono, 2020). 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, 
masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Pemerintah harus terus meningkatkan sosialisasi dan 
edukasi tentang hak-hak anak kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu 
meningkatkan kapasitas dan fasilitas untuk menangani kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi 
anak. Masyarakat dan keluarga juga harus berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari 
segala bentuk kekerasan dan penelantaran.Selain peran pemerintah dan masyarakat, berbagai 
organisasi non-pemerintah (NGO) juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak. 
NGO dapat memberikan bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi anak-anak korban 
kekerasan. Mereka juga dapat melakukan advokasi dan kampanye untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak. Di era digital 
ini, perlindungan anak juga harus mencakup perlindungan dari ancaman-ancaman di dunia 
maya. Anak-anak sering kali menjadi korban bullying, eksploitasi seksual, dan konten negatif 
di internet. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk 
menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak. Pendidikan tentang penggunaan 
internet yang bijak dan aman juga harus diberikan kepada anak-anak sejak dini. 
Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama 
yang melibatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan berbagai pihak terkait. Dengan 
adanya undang-undang perlindungan anak yang kuat dan implementasi yang efektif, 
diharapkan hak-hak dan kesejahteraan anak dapat terjamin. Anak-anak yang terlindungi hak-
haknya akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung, 
serta siap menghadapi masa depan yang lebih baik (Junaidi, 2021)2. 

 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana implementasi dan efektivitas undang-undang perlindungan anak di Indonesia 
dalam menjamin hak-hak dan kesejahteraan anak? 
 
Rumusan masalah ini akan mengarahkan penelitian pada evaluasi terhadap penerapan 
undang-undang perlindungan anak, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta 
mengeksplorasi solusi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan 
perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia. 
 
 
 
 

 
2 Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. Article Abstrak. 
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C. Metode Penelitian 
Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur. Metode 
ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi undang-undang yang berkaitan dengan 
perlindungan anak di Indonesia serta implementasinya melalui studi literatur yang ada. 
Metode Pendekatan 

1. Pendekatan Perundang-undangan: Menganalisis undang-undang dan peraturan terkait 
perlindungan anak, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, serta peraturan 
pelaksana lainnya. 

2. Pendekatan Kasus: Mengkaji beberapa kasus nyata mengenai pelanggaran hak-hak anak 
dan implementasi undang-undang perlindungan anak di Indonesia melalui literatur yang 
ada. 

3. Pendekatan Perbandingan: Membandingkan undang-undang perlindungan anak di 
Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum perlindungan anak yang lebih 
maju melalui sumber-sumber literatur. 

4. Pendekatan Historis: Melihat perkembangan sejarah perlindungan anak di Indonesia dan 
bagaimana perubahan peraturan hukum mempengaruhi perlindungan anak berdasarkan 
literatur historis (Sukadi et al., 2020). 
 

Sumber Data 
1. Data Primer: Tidak digunakan dalam metode ini karena penelitian difokuskan pada studi 

literatur. 
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-

jurnal ilmiah, artikel-artikel, dan laporan-laporan penelitian yang relevan. 
 

Cara Pengambilan Data 
Data sekunder akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan meneliti dokumen-
dokumen resmi, literatur ilmiah, artikel-artikel akademis, serta sumber-sumber online yang 
kredibel. Pencarian literatur akan dilakukan melalui database akademis, perpustakaan, dan situs 
web resmi lembaga pemerintah serta LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak. 
 

Lokasi Penelitian 
Karena penelitian ini bersifat studi literatur, tidak ada lokasi fisik tertentu yang menjadi fokus. 
Peneliti akan menggunakan berbagai sumber literatur yang tersedia secara nasional dan 
internasional. 
 

Alasan Pemilihan Studi Literatur 
Studi literatur dipilih sebagai metode penelitian karena: 

1. Aksesibilitas Data: Sumber-sumber literatur yang tersedia dapat diakses dengan mudah 
melalui perpustakaan dan database online. 

2. Komprehensivitas: Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai 
jenis sumber data yang memberikan perspektif yang lebih luas. 

3. Efisiensi Waktu dan Biaya: Studi literatur lebih efisien dalam hal waktu dan biaya 
dibandingkan dengan pengumpulan data primer melalui survei lapangan (supriatna & 
Putri Julianah, 2024). 



CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 5 No 11 Tahun 2024

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461ISSN 3031-0369 
 
 
 
 
Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. 
Data sekunder dari studi literatur akan dianalisis dengan metode content analysis untuk 
mengevaluasi isi dan relevansi dokumen-dokumen yang dikaji. Analisis ini akan dilakukan 
dengan membaca dan memahami isi literatur, mengidentifikasi tema-tema utama, dan 
mengevaluasi bagaimana undang-undang perlindungan anak diimplementasikan serta 
tantangan yang dihadapi. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan interpretatif 
untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas undang-undang 
perlindungan anak di Indonesia (Darmayasa et al., 2020)3. 
 
D. Pembahasan 
1. Kajian Teori 
1.1. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Internasional dan Nasional 

Hak-hak anak adalah bagian fundamental dari hak asasi manusia yang diakui secara 
internasional dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum. Baik di tingkat internasional 
maupun nasional, perlindungan hak-hak anak diatur secara komprehensif untuk memastikan 
bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan bermartabat. 
 
Hukum Internasional: Konvensi Hak Anak 

Hak-hak anak di tingkat internasional diatur oleh Konvensi Hak Anak (Convention on the 
Rights of the Child/CRC) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 
November 1989. CRC adalah instrumen internasional yang paling komprehensif tentang hak-hak 
anak dan telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia melalui 
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. 
CRC menetapkan berbagai hak dasar yang harus diberikan kepada semua anak tanpa 
diskriminasi. Beberapa hak utama yang diatur dalam CRC meliputi: 
 
1. Hak atas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang: Setiap anak berhak untuk hidup dan 

berkembang. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil semua tindakan 
yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak, baik dari 
segi fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. 
 

2. Hak atas Perlindungan: Anak-anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, 
eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan buruk. Negara-negara wajib melindungi anak-anak 
dari tindakan kekerasan fisik atau mental, pelecehan seksual, perdagangan anak, serta semua 
bentuk eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya. 
 

3. Hak atas Kesehatan: CRC menekankan bahwa setiap anak berhak atas standar tertinggi 
kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai. Negara-negara harus memastikan akses anak-
anak terhadap layanan kesehatan yang memadai, termasuk perawatan preventif, gizi yang 
cukup, serta perawatan medis yang diperlukan. 

 
3 Darmayasa, W. E., Sagung, A. A., Dewi, L., Made, I., & Widyantara, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di 
Bawah Umur Sebagai Pengemis. Jurnal Ilmu Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2445 
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4. Hak atas Pendidikan: Pendidikan adalah hak fundamental anak yang diakui oleh CRC. Anak-

anak berhak mendapatkan pendidikan dasar secara gratis dan wajib. Negara-negara harus 
memastikan bahwa sistem pendidikan mereka tidak hanya dapat diakses oleh semua anak, 
tetapi juga mengembangkan potensi penuh setiap anak dan mempersiapkan mereka untuk 
kehidupan dewasa yang bertanggung jawab. 
 

5. Hak atas Partisipasi: Anak-anak memiliki hak untuk menyatakan pandangan mereka dalam 
semua hal yang mempengaruhi mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan 
dengan sungguh-sungguh sesuai dengan usia dan kematangan mereka. Ini termasuk hak 
untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, budaya, dan Masyarakat (Darmayasa et al., 
2020)4. 
 

Hukum Nasional: Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia 
Di Indonesia, hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Undang-
undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada anak-anak 
Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam CRC. 
Beberapa hak utama yang diatur dalam undang-undang ini meliputi: 
 
1. Hak atas Kelangsungan Hidup: Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak 

untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 
orang tua bertanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup anak serta 
menyediakan kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan 
kesehatan. 
 

2. Hak atas Perlindungan: Anak-anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, 
penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini melarang segala bentuk 
kekerasan fisik, mental, dan seksual terhadap anak. Selain itu, anak-anak juga harus 
dilindungi dari perbuatan yang dapat mengganggu perkembangan mereka. 
 

3. Hak atas Pendidikan: Pendidikan adalah hak setiap anak dan negara bertanggung jawab 
untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak tanpa diskriminasi. 
Pemerintah juga harus menjamin bahwa pendidikan yang diberikan mampu mengembangkan 
potensi anak secara optimal. 
 

4. Hak atas Kesehatan: Anak-anak berhak atas standar kesehatan yang tinggi. Negara wajib 
menyediakan layanan kesehatan yang memadai dan memastikan bahwa anak-anak 
mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan 
baik. 
 

 
4 Darmayasa, W. E., Sagung, A. A., Dewi, L., Made, I., & Widyantara, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di 
Bawah Umur Sebagai Pengemis. Jurnal Ilmu Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2445 
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5. Hak atas Partisipasi: Undang-undang ini mengakui hak anak untuk berpartisipasi dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Anak-anak berhak untuk menyampaikan 
pendapat mereka dan pendapat tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan 
kematangan mereka. 
 

Implementasi dan Tantangan 
Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang kuat untuk melindungi hak-hak 

anak, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan 
utama termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, keterbatasan sumber 
daya manusia dan finansial dalam melaksanakan program perlindungan anak, serta kendala 
budaya dan sosial yang masih menganggap beberapa bentuk kekerasan terhadap anak sebagai 
hal yang wajar. Namun, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga 
untuk mengatasi tantangan tersebut. Ini termasuk program sosialisasi dan edukasi tentang hak-
hak anak, peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak, serta 
kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk LSM dan organisasi internasional, untuk 
memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Dengan adanya kerangka hukum yang 
kuat dan upaya kolaboratif dari semua pihak, diharapkan bahwa hak-hak anak di Indonesia 
dapat terlindungi dengan lebih baik dan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam 
lingkungan yang aman dan mendukung (Tenri Padang & Safaat Gunawan, 2023). 
 
1.2. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian 
diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, adalah dasar hukum yang penting untuk 
memastikan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai 
aspek penting yang dirancang untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan 
perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. 
 
Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak 
Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Ini berarti bahwa anak-anak harus diberi akses 
ke layanan kesehatan yang memadai, gizi yang cukup, dan lingkungan yang mendukung untuk 
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial mereka. Pemerintah memiliki tanggung 
jawab utama untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia mendapatkan kebutuhan dasar 
ini (Tenri Padang & Safaat Gunawan, 2023)5. 
 
Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi 
Salah satu elemen utama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perlindungan dari 
segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak dapat mencakup kekerasan 
fisik, mental, dan seksual. Undang-undang ini melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak 
dan mengharuskan tindakan preventif serta respons yang cepat terhadap laporan kekerasan. 
Diskriminasi terhadap anak, baik berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau status lainnya, juga 
dilarang secara tegas. 

 
5 Tenri Padang, A., & Safaat Gunawan, M. (2023). Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia. Jurnal Al Tasyri’iyyah, 3(1). 
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Peran Negara, Pemerintah, dan Masyarakat 
Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan 
bagi anak-anak. 
 
1. Negara dan Pemerintah: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan 

menerapkan kebijakan yang mendukung perlindungan anak. Ini termasuk penyediaan 
layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berkualitas. Pemerintah juga 
harus memastikan bahwa hukum dan peraturan yang ada diterapkan secara efektif untuk 
melindungi anak-anak. 

2. Masyarakat: Masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-
pemerintah, memainkan peran penting dalam perlindungan anak. Mereka dapat memberikan 
layanan pendukung, melakukan advokasi, dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak 
anak. Partisipasi aktif dari masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman 
dan mendukung bagi anak-anak. 

3. Keluarga dan Orang Tua: Keluarga adalah unit dasar dari perlindungan anak. Orang tua 
memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan dukungan 
yang diperlukan bagi perkembangan anak mereka. Orang tua juga harus memastikan bahwa 
anak-anak mereka mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. 
 

Implementasi Undang-Undang 
Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak sering menghadapi tantangan di 

berbagai tingkatan. Beberapa masalah yang sering muncul termasuk kurangnya kesadaran 
masyarakat tentang hak-hak anak, kurangnya sumber daya untuk layanan perlindungan anak, 
dan kendala budaya yang masih mentolerir bentuk-bentuk tertentu dari kekerasan terhadap 
anak. Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi 
tantangan ini. Ini termasuk program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas 
petugas perlindungan anak, kampanye kesadaran publik untuk mengubah sikap masyarakat 
terhadap kekerasan anak, serta peningkatan kerjasama dengan berbagai organisasi internasional 
dan lembaga swadaya Masyarakat (Fahlevi et al., 2015)6. 
 
Contoh Implementasi 
Beberapa contoh implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia termasuk: 
1. Pendirian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): KPAI didirikan untuk mengawasi 

pelaksanaan undang-undang ini dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk 
meningkatkan perlindungan anak. KPAI juga menerima laporan dan menginvestigasi kasus-
kasus pelanggaran hak anak. 

2. Program Kesehatan Anak: Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program kesehatan 
yang ditujukan untuk anak-anak, termasuk imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan 
program gizi untuk mencegah malnutrisi. 

 
6 Fahlevi, R., Ptik, S., Guna, W. A., Jl, J., Vii, T., Baru, K., & Selatan, J. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam 
Perspektif Hukum Nasional. Lex Jurnalica, 12. 
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3. Layanan Konseling dan Rehabilitasi: Anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau 

eksploitasi memiliki akses ke layanan konseling dan rehabilitasi yang disediakan oleh 
pemerintah dan organisasi non-pemerintah. 

4. Program Pendidikan Inklusif: Upaya untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak-
anak dengan disabilitas, memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas merupakan bagian 
dari implementasi undang-undang ini. 
 
Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai upaya untuk 

mengimplementasikannya, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, 
mendukung, dan bebas dari kekerasan bagi semua anak. Namun, keberhasilan dari 
implementasi ini membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan 
keluarga untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara efektif dan berkelanjutan 
(Zuraidah & Sadi Is, n.d.). 
 
1.3. Implementasi dan Tantangan Perlindungan Anak 

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, meskipun telah dirancang dengan baik 
untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak-anak, menghadapi berbagai 
tantangan dalam implementasinya. Berbagai faktor memengaruhi efektivitas undang-undang ini 
dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Berikut adalah 
uraian mendetail mengenai implementasi dan tantangan perlindungan anak di Indonesia: 

 
1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat 

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak 
adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan 
anak. Banyak orang tua dan anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak 
anak atau konsekuensi hukum dari kekerasan terhadap anak. Kurangnya pengetahuan ini dapat 
menyebabkan tindakan kekerasan atau penelantaran terhadap anak dianggap sebagai hal yang 
wajar atau masalah internal keluarga yang tidak perlu diungkapkan ke publik. Untuk mengatasi 
masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait harus terus menerus melakukan kampanye edukasi 
dan sosialisasi mengenai hak-hak anak. Program-program ini perlu menjangkau berbagai lapisan 
masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil, untuk memastikan bahwa semua orang 
mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melindungi anak-anak. 

 
2. Minimnya Fasilitas dan Layanan bagi Anak-Anak Korban Kekerasan 

Pelayanan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan sering kali terbatas. Fasilitas 
kesehatan, layanan konseling, dan pusat rehabilitasi untuk anak-anak korban kekerasan 
mungkin tidak tersedia di semua daerah atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 
anak-anak tersebut. Selain itu, banyak layanan ini mungkin belum memiliki sumber daya yang 
memadai atau tenaga kerja yang terlatih untuk menangani kasus-kasus kekerasan dengan 
sensitivitas yang diperlukan. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada upaya untuk 
meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas dan layanan bagi anak-anak korban kekerasan. 
Ini termasuk peningkatan anggaran untuk layanan kesehatan dan rehabilitasi, pelatihan tenaga 
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medis dan konselor, serta penyediaan pusat-pusat perlindungan dan bantuan yang dapat diakses 
oleh anak-anak di seluruh Indonesia (Rizdyanti et al., 2021)7. 

 
3. Kendala dalam Penegakan Hukum 

Penegakan hukum terkait perlindungan anak sering kali menghadapi berbagai kendala. 
Di beberapa kasus, penegakan hukum mungkin tidak konsisten atau tidak memadai. Faktor-
faktor seperti kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, prosedur hukum yang rumit, 
dan kurangnya koordinasi antara lembaga dapat menghambat proses penegakan hukum yang 
efektif. Selain itu, kasus-kasus kekerasan terhadap anak sering kali kurang mendapatkan 
perhatian dan prioritas dari sistem peradilan, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam 
penanganan kasus. Untuk meningkatkan penegakan hukum, perlu ada pelatihan khusus bagi 
aparat penegak hukum mengenai hak-hak anak dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. 
Selain itu, sistem peradilan perlu memprioritaskan kasus-kasus perlindungan anak dan 
memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan cepat dan adil. 

 
4. Tantangan Budaya dan Sosial 

Budaya dan norma sosial juga memainkan peran penting dalam tantangan perlindungan 
anak. Di beberapa komunitas, kekerasan terhadap anak mungkin dianggap sebagai masalah 
internal keluarga yang seharusnya tidak diungkapkan ke publik. Pandangan ini dapat 
menghambat upaya untuk melaporkan kekerasan dan mencari bantuan. Selain itu, norma-norma 
budaya tertentu mungkin memperkuat praktik-praktik yang merugikan anak, seperti 
perkawinan anak atau eksploitasi ekonomi. Mengatasi tantangan budaya dan sosial memerlukan 
pendekatan sensitif yang melibatkan dialog dengan komunitas untuk mengubah persepsi dan 
praktik yang merugikan anak. Program-program edukasi dan advokasi yang melibatkan 
pemimpin komunitas dan tokoh agama dapat membantu dalam mengubah sikap dan norma 
sosial yang mendukung kekerasan terhadap anak. 

 
5. Keterbatasan Data dan Penelitian 

Keterbatasan data dan penelitian tentang kekerasan terhadap anak dan efektivitas 
perlindungan anak juga menjadi tantangan. Kurangnya data yang akurat dapat menghambat 
perencanaan dan pengembangan kebijakan yang berbasis bukti. Penelitian yang lebih baik 
diperlukan untuk memahami cakupan kekerasan terhadap anak dan efektivitas intervensi yang 
ada. Investasi dalam penelitian dan pengumpulan data yang sistematis tentang perlindungan 
anak akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan menilai keberhasilan 
program-program perlindungan anak. 

 
6. Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan 

Sumber daya dan pendanaan yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program 
perlindungan anak. Banyak lembaga dan organisasi yang terlibat dalam perlindungan anak 
mungkin mengalami kekurangan dana atau sumber daya untuk melaksanakan tugas mereka 
secara efektif. Ini dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada anak-anak dan 

 
7 Rizdyanti, P. C., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai 
Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 332–337. 
https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3232.332-337 
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mempengaruhi cakupan program-program perlindungan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu 
ada alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah dan dukungan dari donor dan lembaga 
internasional. Pendanaan yang memadai akan memungkinkan pelaksanaan program 
perlindungan anak yang lebih efektif dan berkelanjutan (Fahlevi et al., 2015)8. 

 
2. Hasil Penelitian 
2.1. Evaluasi Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak 

Evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia 
mengungkapkan bahwa meskipun undang-undang ini telah ada untuk melindungi hak-hak 
anak, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa masalah utama dalam 
implementasi undang-undang ini mencakup kasus kekerasan terhadap anak yang tidak 
dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang, serta keterbatasan 
sumber daya manusia dan dana. Berikut adalah uraian mendalam mengenai hasil evaluasi 
implementasi undang-undang ini: 
 
1. Kasus Kekerasan yang Tidak Dilaporkan atau Tidak Ditindaklanjuti 

Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak 
adalah tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan. Banyak kasus 
kekerasan terhadap anak, baik fisik, emosional, maupun seksual, tidak mendapatkan perhatian 
yang memadai dari masyarakat maupun pihak berwenang. Beberapa alasan mengapa kasus-
kasus ini tidak dilaporkan termasuk kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak, stigma 
sosial, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. 
Kurangnya pelaporan sering kali disebabkan oleh: 
 Keterbatasan Pengetahuan Masyarakat: Banyak orang tua, pengasuh, dan anggota 

masyarakat belum sepenuhnya memahami hak-hak anak atau bagaimana melaporkan kasus 
kekerasan. Ketidaktahuan ini dapat menghambat upaya untuk melindungi anak-anak yang 
menjadi korban. 

 Stigma Sosial: Kekerasan terhadap anak sering kali dianggap sebagai masalah internal 
keluarga, sehingga laporan kekerasan mungkin dianggap sebagai bentuk aib atau masalah 
yang seharusnya diselesaikan secara internal. 

 Kekhawatiran tentang Dampak Hukum: Beberapa keluarga mungkin khawatir tentang 
konsekuensi hukum dari melaporkan kekerasan, termasuk potensi dampak negatif terhadap 
anggota keluarga atau reputasi mereka. 

Kasus-kasus yang dilaporkan sering kali tidak ditindaklanjuti dengan serius karena: 
 Kurangnya Sumber Daya Manusia: Banyak lembaga yang bertugas menangani kasus 

kekerasan terhadap anak mengalami kekurangan tenaga kerja yang terlatih. Kekurangan ini 
dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus atau penanganan yang kurang 
efektif. 

 Terbatasnya Dana: Pendanaan yang tidak memadai dapat membatasi kemampuan lembaga 
untuk melakukan investigasi yang mendalam, memberikan layanan rehabilitasi yang 
diperlukan, atau mendukung proses hukum yang efektif. 

 
8 Fahlevi, R., Ptik, S., Guna, W. A., Jl, J., Vii, T., Baru, K., & Selatan, J. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam 
Perspektif Hukum Nasional. Lex Jurnalica, 12. 
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2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang terbatas merupakan salah satu hambatan utama dalam 
implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Banyak lembaga yang bertanggung jawab 
atas perlindungan anak, seperti unit-unit di kepolisian, lembaga kesehatan, dan organisasi non-
pemerintah, kekurangan staf yang terlatih dan berpengalaman. 
Keterbatasan ini berdampak pada: 
 Kemampuan untuk Menangani Kasus Secara Efektif: Tenaga kerja yang terbatas dapat 

mempengaruhi kapasitas lembaga dalam menangani jumlah kasus yang tinggi. Staf yang 
kurang terlatih mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan 
untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan sensitivitas yang diperlukan. 

 Keterlambatan dalam Respon: Keterbatasan staf dapat menyebabkan keterlambatan dalam 
merespons laporan kekerasan, yang dapat memperburuk kondisi anak-anak yang menjadi 
korban dan mengurangi efektivitas intervensi (Said, n.d.)9. 

 
3. Keterbatasan Dana 

Pendanaan yang tidak memadai sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program 
perlindungan anak. Banyak lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, baik pemerintah 
maupun swasta, menghadapi anggaran yang terbatas, yang dapat menghambat kemampuan 
mereka untuk menyediakan layanan yang memadai. 
Masalah yang terkait dengan keterbatasan dana meliputi: 
 Kurangnya Fasilitas dan Sumber Daya: Fasilitas kesehatan dan rehabilitasi yang diperlukan 

untuk menangani anak-anak korban kekerasan mungkin tidak tersedia secara memadai. 
Kurangnya dana dapat mempengaruhi kualitas dan cakupan layanan yang diberikan. 

 Minimnya Program Pelatihan: Pendanaan yang terbatas dapat menghambat kemampuan 
lembaga untuk memberikan pelatihan yang diperlukan bagi staf dan tenaga kerja yang terlibat 
dalam perlindungan anak. Pelatihan yang memadai penting untuk memastikan bahwa staf 
dapat menangani kasus dengan keterampilan dan sensitivitas yang diperlukan. 

 
4. Kendala dalam Koordinasi dan Kolaborasi 

Koordinasi antara berbagai lembaga dan organisasi yang terlibat dalam perlindungan 
anak sering kali menjadi tantangan. Ketidaksesuaian dalam kebijakan, prosedur, dan komunikasi 
antara lembaga dapat menghambat efektivitas intervensi dan penanganan kasus. 
Masalah yang sering muncul dalam koordinasi meliputi: 
 Perbedaan Prosedur: Lembaga yang berbeda mungkin memiliki prosedur dan kebijakan yang 

berbeda dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, yang dapat menyebabkan 
kebingungan dan keterlambatan dalam penanganan kasus. 

 Kurangnya Komunikasi: Kurangnya komunikasi dan pertukaran informasi antara lembaga 
dapat menghambat koordinasi dalam menangani kasus dan memberikan layanan yang 
diperlukan kepada anak-anak (Handayani et al., 2021)10. 
 

 
9 Said, M. F. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. KPAI. www.kpai.go.id 
10 Handayani, A., Yongki, D., Putra, A., Kunci, K., Anak, :, & Bahaya, K. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Bahaya 
Konten di Media Elektronik dan Cetak bagi Anak-Anak di Era Globalisasi. Jurnal Hukum, 3(1). 
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5. Tantangan dalam Pengawasan dan Evaluasi 

Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak 
juga merupakan tantangan. Tanpa pengawasan yang memadai, sulit untuk menilai efektivitas 
kebijakan dan program perlindungan anak serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. 
Masalah dalam pengawasan dan evaluasi meliputi: 
 Kurangnya Data yang Akurat: Keterbatasan data dan informasi yang akurat tentang kasus 

kekerasan terhadap anak dapat menghambat analisis dan penilaian terhadap efektivitas 
intervensi. 

 Minimnya Evaluasi Program: Evaluasi yang tidak memadai terhadap program perlindungan 
anak dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang apa yang berhasil dan apa yang 
perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan. 
 

Evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia 
mengungkapkan bahwa, meskipun undang-undang ini memiliki dasar hukum yang kuat, 
pelaksanaannya masih perlu diperbaiki. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak sering kali tidak 
dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius, dan keterbatasan sumber daya manusia 
serta dana menjadi hambatan utama. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak, 
diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki 
koordinasi antara lembaga, dan memastikan adanya pendanaan dan sumber daya yang 
memadai. Evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan yang berfokus pada solusi praktis akan 
membantu dalam mencapai tujuan perlindungan anak yang lebih baik di Indonesia (Rizdyanti 
et al., 2021). 

 
2.2. Peran Lembaga Pemerintah dan LSM 

Lembaga pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran krusial 
dalam perlindungan anak, masing-masing dengan fungsi yang saling melengkapi untuk 
memastikan hak-hak anak terlindungi secara efektif. Kedua entitas ini memiliki tanggung jawab 
dan pendekatan yang berbeda namun saling mendukung dalam upaya menciptakan lingkungan 
yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Berikut adalah uraian mendalam mengenai peran 
lembaga pemerintah dan LSM dalam perlindungan anak: 

 
1. Peran Lembaga Pemerintah 
a. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi 

Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga, bertanggung jawab dalam 
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi yang berkaitan dengan 
perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 
merupakan lembaga utama yang mengkoordinasikan upaya perlindungan anak di tingkat 
nasional. Tugas utamanya mencakup: 
 Penyusunan Kebijakan: KPPPA menyusun kebijakan yang bertujuan melindungi hak-hak 

anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, program-program bantuan sosial, dan 
regulasi terkait kekerasan dan eksploitasi anak. 

 Pengawasan dan Evaluasi: KPPPA juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Ini termasuk memantau pelaksanaan program-
program perlindungan, mengidentifikasi kekurangan, dan merekomendasikan perbaikan. 
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 Koordinasi Antar-Lembaga: KPPPA berfungsi sebagai pusat koordinasi antara berbagai 

lembaga pemerintah, seperti Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, untuk 
memastikan sinergi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak (Novita Eleanora, 
n.d.). 
 

b. Penyediaan Sumber Daya dan Dukungan 
Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan 

untuk melaksanakan kebijakan perlindungan anak. Ini termasuk: 
 Pendanaan: Menyediakan anggaran untuk program-program perlindungan anak, pusat 

rehabilitasi, dan layanan pendukung. 
 Fasilitas dan Infrastruktur: Membangun dan memelihara fasilitas yang diperlukan, seperti 

pusat krisis anak, rumah perlindungan, dan layanan kesehatan mental. 
 Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Menyelenggarakan pelatihan untuk aparat 

penegak hukum, tenaga medis, dan pendidik mengenai hak-hak anak dan penanganan kasus 
kekerasan. 
 

c. Penegakan Hukum 
Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah memastikan penegakan hukum 

yang efektif terkait perlindungan anak. Ini mencakup: 
 Proses Hukum: Memastikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak diproses secara hukum 

dengan adil dan cepat, dan bahwa pelaku kekerasan diadili sesuai dengan hukum. 
 Penegakan Aturan: Menegakkan aturan dan regulasi yang melindungi anak, termasuk 

memeriksa dan memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan anak di berbagai 
institusi, seperti sekolah dan lembaga-lembaga sosial (Darmini, 2020)11. 

 
2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
a. Pemberian Bantuan dan Dukungan 

LSM memainkan peran penting dalam memberikan bantuan langsung kepada anak-anak 
korban kekerasan. Mereka menyediakan berbagai bentuk dukungan, termasuk: 
 Bantuan Hukum: LSM memberikan bantuan hukum kepada anak-anak dan keluarga 

mereka, termasuk pendampingan hukum dan advokasi di pengadilan. 
 Bantuan Psikologis: Menyediakan layanan konseling dan terapi untuk membantu anak-

anak mengatasi trauma dan stres akibat kekerasan yang mereka alami. 
 Bantuan Sosial: Menyediakan dukungan sosial dan praktis, seperti tempat tinggal 

sementara, bantuan pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari bagi anak-anak yang 
membutuhkan. 
 

b. Advokasi dan Kampanye 
LSM juga memainkan peran penting dalam melakukan advokasi dan kampanye untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan perlunya perlindungan anak. 
Kegiatan ini meliputi: 

 
11 Darmini. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur. Qawwam: Journal for Gender 
Mainstreaming, 14(2), 54. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809 
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 Kampanye Kesadaran: Menyelenggarakan kampanye publik untuk mendidik masyarakat 

tentang hak-hak anak, bahaya kekerasan, dan bagaimana melaporkan kasus kekerasan. 
 Advokasi Kebijakan: Mengajukan rekomendasi dan melakukan lobi kepada pembuat 

kebijakan untuk meningkatkan perlindungan anak dan memperbaiki kebijakan yang ada. 
 Pengawasan Publik: Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi 

kebijakan perlindungan anak, serta melaporkan kasus-kasus yang mungkin diabaikan oleh 
pihak berwenang. 
 

c. Pendidikan dan Pelatihan 
LSM sering kali terlibat dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada berbagai 

pihak, termasuk masyarakat umum, tenaga profesional, dan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan 
ini meliputi: 
 Pelatihan Staf: Menyelenggarakan pelatihan bagi staf lembaga penegak hukum, tenaga 

kesehatan, dan pendidik mengenai cara menangani kasus kekerasan terhadap anak dan 
memberikan dukungan yang diperlukan. 

 Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak, bagaimana 
melindungi anak dari kekerasan, dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan (Kobandaha, 
n.d.). 
 

d. Pengumpulan Data dan Penelitian 
LSM sering terlibat dalam pengumpulan data dan penelitian terkait isu-isu perlindungan 

anak. Mereka melakukan: 
 Penelitian: Melakukan studi dan riset mengenai prevalensi kekerasan terhadap anak, 

efektivitas kebijakan perlindungan, dan kebutuhan anak-anak korban kekerasan. 
 Pengumpulan Data: Mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk menganalisis tren 

dan pola kekerasan terhadap anak, serta untuk mendukung advokasi dan pembuatan 
kebijakan. 
 

Peran lembaga pemerintah dan LSM dalam perlindungan anak sangat penting dan saling 
melengkapi. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan 
kebijakan serta menyediakan sumber daya yang diperlukan, sementara LSM berperan dalam 
memberikan bantuan langsung, melakukan advokasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. 
Sinergi antara lembaga pemerintah dan LSM akan memperkuat upaya perlindungan anak, 
memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka dan dapat tumbuh dan 
berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung (Said, n.d.)12. 

 
2.3. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia 

Kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan isu serius yang memerlukan perhatian 
dan tindakan nyata dari semua pihak. Meskipun undang-undang perlindungan anak telah ada, 
kenyataannya di lapangan masih terdapat banyak kasus kekerasan yang menunjukkan bahwa 
perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya efektif. Kasus-kasus ini mencakup kekerasan 

 
12 Said, M. F. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. KPAI. www.kpai.go.id 



CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 5 No 11 Tahun 2024

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461ISSN 3031-0369 
 
 
 
 
fisik, emosional, dan seksual, serta eksploitasi anak dalam berbagai bentuk. Berikut adalah uraian 
mendalam mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia: 

 
1. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik terhadap anak melibatkan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan 
luka fisik atau cedera pada anak. Kasus-kasus kekerasan fisik sering kali terjadi di lingkungan 
keluarga atau sekolah. Bentuk kekerasan fisik ini meliputi: 
 Pukulan dan Benturan: Anak-anak sering kali mengalami pukulan atau benturan yang 

mengakibatkan memar, luka, atau bahkan patah tulang. Hal ini sering terjadi di rumah, 
terutama di lingkungan keluarga dengan pola asuh yang keras. 

 Penyiksaan: Kasus penyiksaan yang melibatkan pemukulan yang berulang atau tindakan fisik 
lainnya yang menimbulkan penderitaan fisik yang signifikan. Contohnya adalah kasus di 
mana anak-anak dipaksa untuk bekerja di lingkungan yang tidak aman dan menyebabkan 
cedera fisik. 

 Pengabaian Kesehatan: Kekerasan fisik juga bisa berupa pengabaian terhadap kebutuhan 
medis anak, seperti tidak memberikan perawatan medis yang diperlukan untuk cedera atau 
penyakit, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan anak. 
 

2. Kekerasan Emosional 
Kekerasan emosional atau psikologis melibatkan tindakan yang merusak kesehatan 

mental atau emosional anak. Bentuk kekerasan ini mungkin tidak selalu tampak jelas secara fisik, 
tetapi dampaknya bisa sangat merusak. Bentuk kekerasan emosional meliputi: 
 Penghinaan dan Pelecehan Verbal: Anak-anak sering kali mengalami penghinaan, ejekan, 

atau kata-kata kasar yang dapat merusak harga diri dan menyebabkan trauma psikologis 
jangka panjang. 

 Pengabaian Emosional: Kurangnya perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional dari 
orang tua atau pengasuh dapat menyebabkan masalah emosional yang serius, termasuk 
perasaan tidak berharga dan depresi. 

 Teror dan Ancaman: Mengancam atau menakut-nakuti anak sebagai bentuk kontrol atau 
hukuman. Ini termasuk ancaman kekerasan atau pemisahan dari keluarga atau teman dekat 
sebagai bentuk paksaan. 
 

3. Kekerasan Seksual 
Kekerasan seksual terhadap anak melibatkan segala bentuk tindakan seksual yang 

melibatkan anak-anak, termasuk: 
 Pelecehan Seksual: Kasus di mana anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, termasuk 

sentuhan yang tidak pantas atau komentar seksual. Ini bisa terjadi di rumah, sekolah, atau 
tempat lain di mana anak-anak menghabiskan waktu. 

 Eksploitasi Seksual: Melibatkan anak-anak dalam aktivitas seksual untuk keuntungan 
finansial atau seksual, seperti dalam kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau 
produksi pornografi anak. 

 Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual Berat: Kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual berat 
di mana anak-anak mengalami kekerasan seksual yang ekstrem, sering kali melibatkan pelaku 
yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar terhadap anak. 
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4. Eksploitasi Anak 
Eksploitasi anak mencakup berbagai bentuk pemanfaatan anak untuk keuntungan ekonomi atau 
keuntungan lainnya. Bentuk-bentuk eksploitasi anak meliputi: 
 Eksploitasi Pekerjaan: Anak-anak sering kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak 

aman dan tidak sehat, seperti di sektor pertanian, pabrik, atau sebagai pekerja anak di jalanan. 
Kasus-kasus ini mencerminkan pelanggaran hak-hak dasar anak untuk mendapatkan 
pendidikan dan perlindungan yang layak. 

 Perdagangan Anak: Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi, termasuk prostitusi, 
perbudakan, atau penggunaan anak dalam konflik bersenjata. Kasus perdagangan anak sering 
kali melibatkan jaringan kriminal yang memperdagangkan anak-anak di dalam dan luar 
negeri. 

 Eksploitasi dalam Media dan Hiburan: Anak-anak sering kali dieksploitasi dalam industri 
media dan hiburan, seperti menjadi bintang iklan atau aktor cilik tanpa mendapatkan 
perlindungan yang memadai dan sering kali mengalami stres yang berlebihan. 

 
5. Tantangan dalam Penanganan Kasus Kekerasan 
Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, 
antara lain: 
 Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya 

memahami hak-hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi. Kurangnya 
pendidikan dan kesadaran sering kali menyebabkan kekerasan tetap tidak terdeteksi atau 
tidak dilaporkan. 

 Kendala Sistem Hukum: Proses hukum sering kali tidak efektif dalam menangani kasus-
kasus kekerasan terhadap anak, dengan kasus yang tertunda lama atau tidak ada tindakan 
hukum yang tegas terhadap pelaku. 

 Stigma dan Tekanan Sosial: Stigma sosial terhadap kekerasan dalam keluarga atau masalah 
terkait anak sering kali menghalangi korban dan keluarga untuk melaporkan kekerasan. 
Tekanan sosial juga dapat membuat pelaporan kekerasan menjadi sulit. 

 Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun 
tenaga profesional, sering kali menjadi hambatan dalam penanganan dan rehabilitasi anak-
anak korban kekerasan. 
 

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat 
undang-undang perlindungan anak, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Kekerasan 
fisik, emosional, seksual, dan eksploitasi anak tetap menjadi masalah serius yang memerlukan 
perhatian dan tindakan dari semua pihak. Upaya penanganan yang lebih baik, peningkatan 
kesadaran masyarakat, serta dukungan hukum dan sumber daya yang memadai diperlukan 
untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka (Indriati et al., n.d.). 
 
2.4. Perbandingan dengan Negara Lain 

Perbandingan sistem perlindungan anak di Indonesia dengan negara-negara lain yang 
memiliki praktik perlindungan anak yang lebih maju dapat memberikan wawasan berharga 
tentang bagaimana Indonesia dapat memperbaiki dan meningkatkan sistemnya. Negara-negara 
seperti Swedia dan Norwegia telah dikenal memiliki sistem perlindungan anak yang 
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komprehensif dan efektif. Berikut adalah uraian mengenai praktik terbaik dari kedua negara 
tersebut dan bagaimana praktik tersebut dapat menjadi referensi untuk perbaikan sistem 
perlindungan anak di Indonesia. 
 
1. Sistem Perlindungan Anak di Swedia 
Swedia dikenal memiliki salah satu sistem perlindungan anak yang paling maju di dunia. 
Beberapa aspek penting dari sistem perlindungan anak di Swedia meliputi: 
 Pendekatan Berbasis Kesejahteraan: Swedia menerapkan pendekatan berbasis kesejahteraan 

yang menekankan pada pencegahan kekerasan dan promosi kesejahteraan anak. Sistem ini 
mencakup berbagai layanan sosial dan kesehatan yang dirancang untuk mendukung anak-
anak dan keluarga mereka. Layanan ini termasuk program pendidikan, dukungan kesehatan 
mental, dan layanan konsultasi untuk orang tua. 

 Fasilitas dan Layanan yang Memadai: Swedia memiliki fasilitas dan layanan yang sangat baik 
untuk anak-anak, termasuk pusat krisis, rumah perlindungan, dan layanan rehabilitasi untuk 
anak-anak korban kekerasan. Layanan ini dikelola oleh pemerintah dan lembaga swasta 
dengan dukungan anggaran yang memadai, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan 
bantuan yang mereka butuhkan secara tepat waktu. 

 Penerapan Teknologi: Teknologi memainkan peran penting dalam sistem perlindungan anak 
di Swedia. Contohnya, sistem pelaporan kekerasan anak dilengkapi dengan teknologi 
informasi yang memudahkan pelaporan dan pemantauan kasus secara real-time. Ini 
memungkinkan pihak berwenang untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap kasus-
kasus kekerasan. 

 Pendekatan Berbasis Komunitas: Swedia menerapkan pendekatan berbasis komunitas di 
mana masyarakat terlibat aktif dalam upaya perlindungan anak. Program-program komunitas 
yang melibatkan pendidikan dan pelatihan untuk orang tua serta penyuluhan tentang hak-
hak anak membantu meningkatkan kesadaran dan mencegah kekerasan. 
 

2. Sistem Perlindungan Anak di Norwegia 
Norwegia juga memiliki sistem perlindungan anak yang diakui secara internasional 

karena efektivitasnya. Beberapa elemen kunci dari sistem ini adalah: 
 Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang Komprehensif: Norwegia menerapkan kebijakan 

kesejahteraan sosial yang melibatkan jaminan sosial dan dukungan finansial untuk keluarga 
dengan anak. Program-program seperti tunjangan anak dan cuti melahirkan yang panjang 
memberikan dukungan finansial yang signifikan, mengurangi stres keluarga, dan mencegah 
situasi yang dapat mengarah pada kekerasan. 

 Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus: Norwegia memiliki sistem pelaporan dan 
penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang sangat terorganisir. Laporan kasus dapat 
dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk telepon dan aplikasi mobile, yang 
memungkinkan anak-anak dan masyarakat untuk melaporkan kekerasan secara anonim jika 
diperlukan. Penanganan kasus dilakukan oleh unit-unit khusus yang dilatih dalam 
menangani kekerasan anak. 

 Pendekatan Holistik dan Multidisipliner: Sistem perlindungan anak di Norwegia 
melibatkan pendekatan holistik yang mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, 
kesehatan, dan hukum. Tim multidisipliner bekerja sama untuk menangani kasus-kasus 
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kekerasan dan memberikan dukungan yang menyeluruh kepada anak-anak dan keluarga 
mereka. 

 Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Norwegia fokus pada edukasi dan peningkatan 
kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan perlunya melindungi mereka dari 
kekerasan. Program pendidikan yang komprehensif mencakup sekolah-sekolah dan 
komunitas lokal untuk mengedukasi orang tua dan anak-anak mengenai kekerasan dan cara 
melaporkannya. 
 

3. Implikasi untuk Indonesia 
Dari perbandingan ini, beberapa pelajaran berharga dapat diambil untuk meningkatkan 

sistem perlindungan anak di Indonesia: 
 Peningkatan Fasilitas dan Layanan: Indonesia dapat meningkatkan kualitas fasilitas dan 

layanan untuk anak-anak korban kekerasan, termasuk pusat krisis dan rumah perlindungan. 
Anggaran yang memadai dan dukungan dari pemerintah serta sektor swasta sangat penting 
dalam hal ini. 

 Penggunaan Teknologi: Implementasi teknologi dalam pelaporan dan pemantauan kasus 
kekerasan anak dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus. Sistem 
pelaporan berbasis teknologi dapat mempermudah akses dan memastikan respons yang cepat 
terhadap kasus-kasus kekerasan. 

 Pendekatan Berbasis Komunitas: Mengadopsi pendekatan berbasis komunitas untuk 
melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan anak dapat membantu meningkatkan 
kesadaran dan pencegahan kekerasan. Program pendidikan dan pelatihan untuk orang tua 
serta penyuluhan mengenai hak-hak anak dapat mempengaruhi perubahan positif di tingkat 
komunitas. 

 Pendekatan Holistik: Menerapkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai disiplin 
ilmu dapat membantu menangani kasus kekerasan secara menyeluruh. Kerja sama antara 
berbagai lembaga dan profesional akan memperkuat sistem perlindungan anak. 
 

Perbandingan sistem perlindungan anak di Indonesia dengan negara-negara seperti 
Swedia dan Norwegia menunjukkan bahwa banyak pelajaran berharga dapat diambil untuk 
meningkatkan sistem perlindungan anak di Indonesia. Dengan menerapkan praktik terbaik yang 
ada, Indonesia dapat memperbaiki sistem perlindungannya dan memastikan bahwa hak-hak 
anak diakui dan dilindungi secara lebih efektif (Wahyudi & Kushartono, 2020)13. 
 
2.5. Solusi dan Rekomendasi 

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, perlu 
diterapkan berbagai solusi dan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem perlindungan anak 
secara komprehensif. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk 
meningkatkan perlindungan anak di Indonesia: 
  

 
13 Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan 
Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Dialektika Hukum, 2(1) 
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1. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi tentang Hak-Hak Anak 
Sosialisasi dan edukasi yang luas mengenai hak-hak anak sangat penting untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi: 
 Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye kesadaran melalui berbagai media, termasuk 

televisi, radio, internet, dan media sosial, untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak anak 
dan pentingnya perlindungan. Kampanye ini dapat mencakup informasi tentang apa yang 
harus dilakukan jika seseorang mengetahui kasus kekerasan terhadap anak. 

 Program Edukasi di Sekolah: Memasukkan pendidikan hak-hak anak dalam kurikulum 
sekolah untuk mengajarkan anak-anak sejak usia dini tentang hak-hak mereka dan bagaimana 
melindungi diri mereka dari kekerasan. Ini juga dapat melibatkan pelatihan bagi guru dan staf 
sekolah tentang cara mendeteksi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. 

 Pelatihan untuk Orang Tua: Menyediakan pelatihan dan workshop untuk orang tua 
mengenai cara membesarkan anak dengan penuh perhatian dan menghindari kekerasan. Ini 
termasuk mengajarkan strategi disiplin positif dan teknik komunikasi yang efektif. 
 

2. Memperkuat Kapasitas dan Sumber Daya Lembaga yang Bertanggung Jawab atas 
Perlindungan Anak 

Lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan 
anak perlu dilengkapi dengan kapasitas dan sumber daya yang memadai. Beberapa langkah 
yang bisa diambil termasuk: 
 Peningkatan Anggaran: Menambah anggaran untuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam 

perlindungan anak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(KPPPA), lembaga sosial, dan pusat-pusat krisis. Anggaran tambahan akan membantu dalam 
peningkatan fasilitas, perekrutan tenaga kerja yang terampil, dan pelatihan. 

 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi 
petugas sosial, tenaga medis, dan aparat penegak hukum tentang cara menangani kasus 
kekerasan anak dan memberikan dukungan yang tepat kepada korban. Ini juga termasuk 
pelatihan mengenai sensitivitas budaya dan perlunya pendekatan yang sesuai untuk berbagai 
situasi. 

 Peningkatan Infrastruktur: Membangun atau memperbaiki fasilitas yang diperlukan untuk 
mendukung anak-anak korban kekerasan, termasuk rumah perlindungan, pusat krisis, dan 
layanan rehabilitasi. Fasilitas ini harus memenuhi standar yang baik untuk memberikan 
lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. 
 

3. Membangun Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak yang 
Lebih Efektif 

Untuk memastikan kasus kekerasan terhadap anak ditangani dengan cepat dan efektif, 
sistem pelaporan dan penanganan harus ditingkatkan: 

 
 Pengembangan Sistem Pelaporan: Membangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan 

aman, termasuk layanan telepon dan aplikasi mobile yang memungkinkan pelaporan kasus 
kekerasan secara anonim. Sistem ini harus terintegrasi dengan lembaga penegak hukum dan 
lembaga perlindungan anak untuk memastikan respons yang cepat. 
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 Koordinasi Antar-Lembaga: Memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat 

dalam penanganan kasus kekerasan anak, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, dan 
lembaga kesehatan. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa semua aspek penanganan 
kasus, dari pelaporan hingga rehabilitasi, dilakukan dengan sinergis. 

 Peningkatan Proses Hukum: Memperbaiki proses hukum untuk penanganan kasus 
kekerasan anak, termasuk pengadilan yang khusus menangani kasus-kasus tersebut. Proses 
ini harus mempercepat pengadilan dan memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi 
anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. 
 

4. Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam Upaya 
Perlindungan Anak 

Kerjasama antara berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang 
mendukung perlindungan anak. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi: 
 Kemitraan dengan LSM: Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan LSM dalam 

merancang dan melaksanakan program perlindungan anak. LSM dapat memberikan bantuan 
tambahan, seperti layanan konseling, bantuan hukum, dan dukungan sosial kepada anak-
anak dan keluarga mereka. 

 Partisipasi Masyarakat: Mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan 
anak melalui program-program komunitas yang melibatkan warga dalam pencegahan 
kekerasan dan perlindungan anak. Ini dapat mencakup kegiatan seperti pelatihan 
sukarelawan, forum komunitas, dan program penyuluhan. 

 Advokasi dan Kampanye Bersama: Melakukan advokasi dan kampanye bersama dengan 
berbagai pihak untuk mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan perhatian terhadap 
isu perlindungan anak. Kampanye ini harus mencakup berbagai tingkat, mulai dari tingkat 
lokal hingga nasional, untuk mempengaruhi kebijakan dan praktek yang mendukung 
perlindungan anak. 
 

Menerapkan solusi dan rekomendasi di atas dapat membantu meningkatkan 
perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia secara signifikan. Dengan meningkatkan 
sosialisasi dan edukasi, memperkuat kapasitas lembaga, membangun sistem pelaporan yang 
efektif, dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat, Indonesia dapat 
menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan 
berkembang (Junaidi, 2021)14. 

 
2.6. Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat 

Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan aspek kunci dalam perlindungan 
anak, karena keduanya dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan 
mendukung hak-hak anak. Melalui berbagai program edukasi dan peningkatan kesadaran, 
masyarakat dapat memahami dengan lebih baik mengenai hak-hak anak dan pentingnya 
perlindungan anak. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan dan kesadaran 
masyarakat sangat penting dalam konteks perlindungan anak: 

 

 
14 Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. Article Abstrak 
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1. Pendidikan sebagai Fondasi Kesadaran 

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kesadaran tentang hak-hak 
anak. Dengan memperkenalkan konsep hak-hak anak sejak usia dini, anak-anak dapat lebih 
memahami hak-hak mereka dan cara melindungi diri mereka dari kekerasan dan eksploitasi. 
Program-program pendidikan di sekolah bisa mencakup: 

 
 Kurikulum Hak-Hak Anak: Mengintegrasikan materi mengenai hak-hak anak dalam 

kurikulum sekolah untuk mengajarkan anak-anak tentang hak-hak mereka, seperti hak atas 
pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk didengar. Kurikulum ini harus 
dirancang secara interaktif dan sesuai dengan usia agar anak-anak dapat memahami dan 
menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pelatihan Guru dan Staf Sekolah: Memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah 
tentang cara mendeteksi tanda-tanda kekerasan dan memberikan dukungan yang tepat 
kepada anak-anak korban. Pelatihan ini juga harus mencakup cara berkomunikasi dengan 
anak-anak mengenai hak-hak mereka dan membangun lingkungan yang aman di sekolah. 
 

2. Media Massa sebagai Alat Edukasi 
Media massa, termasuk televisi, radio, dan media digital, memiliki peran penting dalam 

menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat 
luas. Beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi: 
 Kampanye Kesadaran: Meluncurkan kampanye kesadaran melalui media massa untuk 

mendidik masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak. Kampanye 
ini bisa mencakup iklan layanan masyarakat, talk show, dan artikel berita yang membahas isu-
isu terkait perlindungan anak. 

 Program Edukasi Berbasis Media: Mengembangkan program edukasi berbasis media yang 
menjelaskan hak-hak anak dan cara melindungi mereka. Program ini dapat mencakup serial 
televisi, film dokumenter, dan video online yang menunjukkan berbagai situasi kekerasan dan 
langkah-langkah pencegahannya. 
 

3. Edukasi di Komunitas 
Pendidikan di tingkat komunitas juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang hak-hak anak. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk: 
 Workshop dan Seminar: Mengadakan workshop dan seminar di tingkat komunitas untuk 

memberikan informasi mengenai hak-hak anak, cara mencegah kekerasan, dan bagaimana 
melaporkan kasus kekerasan. Workshop ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti orang 
tua, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas. 

 Program Pelibatan Komunitas: Membangun program pelibatan komunitas yang mengajak 
masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi anak-anak di lingkungan mereka. Ini bisa 
mencakup kegiatan seperti kelompok diskusi, forum komunitas, dan kegiatan pencegahan 
kekerasan. 
 

4. Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi 
Pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat berperan penting dalam pencegahan 

kekerasan dan eksploitasi anak. Dengan memahami hak-hak anak dan tanda-tanda kekerasan, 
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masyarakat dapat lebih mudah mencegah dan melaporkan kekerasan sebelum mencapai tingkat 
yang parah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi: 
 Edukasi Keluarga: Menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk orang tua dan pengasuh 

mengenai cara mendidik anak-anak dengan cara yang positif dan mencegah kekerasan dalam 
rumah tangga. Ini termasuk mengajarkan teknik disiplin yang tidak kekerasan dan 
komunikasi yang efektif. 

 Peningkatan Kesadaran tentang Eksploitasi: Meningkatkan kesadaran tentang berbagai 
bentuk eksploitasi anak, seperti pekerja anak dan perdagangan anak. Edukasi ini harus 
mencakup informasi tentang tanda-tanda eksploitasi dan langkah-langkah yang dapat 
diambil untuk melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk eksploitasi tersebut. 

 
5. Pemberdayaan Masyarakat untuk Melindungi Anak 

Edukasi dan kesadaran juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar dapat 
berperan aktif dalam perlindungan anak. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih 
siap untuk: 
 Melaporkan Kasus Kekerasan: Menyadari tanggung jawab mereka dalam melaporkan kasus 

kekerasan dan eksploitasi anak kepada pihak berwenang. Masyarakat yang teredukasi akan 
lebih cenderung melaporkan kekerasan dan membantu anak-anak yang membutuhkan 
perlindungan. 

 Menyediakan Dukungan: Memberikan dukungan kepada anak-anak dan keluarga yang 
terkena dampak kekerasan, baik secara emosional maupun praktis. Dukungan ini bisa berupa 
bantuan hukum, konseling, atau dukungan sosial lainnya. 
 

Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam 
perlindungan anak. Melalui edukasi yang efektif dan peningkatan kesadaran, masyarakat dapat 
memahami hak-hak anak, mencegah kekerasan dan eksploitasi, serta memberikan dukungan 
yang diperlukan untuk perlindungan anak. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang 
aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia 
(supriatna & Putri Julianah, 2024)15. 

 
E. Penutupan 
 
1. Kesimpulan 

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia merupakan aspek krusial untuk 
memastikan kesejahteraan dan hak-hak dasar anak-anak terlindungi. Berdasarkan pembahasan 
yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting: 

 Hak-Hak Anak Menurut Hukum Internasional dan Nasional: Hak-hak anak diatur 
dengan komprehensif baik di tingkat internasional maupun nasional. Konvensi Hak Anak 
(CRC) memberikan landasan global untuk perlindungan anak, sementara Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002, yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, 
memberikan kerangka hukum yang spesifik di Indonesia. Kedua peraturan ini 

 
15 Supriatna, N., & Putri Julianah, W. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Pada Anak dalam Perspektif Hak Terhadap 
Manusia. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 2(3), 34–41. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3267 
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menggarisbawahi hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, 
perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. 

 Implementasi dan Tantangan: Meskipun undang-undang perlindungan anak telah 
ditetapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor 
seperti kurangnya kesadaran masyarakat, fasilitas dan layanan yang minim, serta kendala 
dalam penegakan hukum menjadi hambatan utama. Selain itu, faktor budaya dan sosial 
sering kali menghambat upaya perlindungan. 

 Evaluasi Implementasi: Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia 
menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan yang tidak ditangani secara serius. 
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Evaluasi juga 
menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem pelaporan dan penanganan kasus. 

 Peran Lembaga Pemerintah dan LSM: Pemerintah, melalui Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta LSM, memiliki peran penting dalam 
perlindungan anak. KPPPA berfungsi merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan 
upaya perlindungan, sedangkan LSM memberikan bantuan hukum, psikologis, sosial, 
serta melakukan advokasi dan kampanye. 

 Kasus Kekerasan Terhadap Anak: Kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia 
menunjukkan bahwa banyak anak masih menjadi korban kekerasan fisik, emosional, dan 
seksual. Eksploitasi anak dalam sektor pekerjaan dan perdagangan anak masih sering 
terjadi meskipun ada regulasi yang mengaturnya. 

 Perbandingan dengan Negara Lain: Perbandingan dengan negara lain menunjukkan 
bahwa Indonesia bisa belajar dari praktik terbaik yang ada di negara-negara dengan 
sistem perlindungan anak yang lebih maju. Negara seperti Swedia dan Norwegia 
memiliki sistem yang komprehensif dan dukungan fasilitas serta layanan yang memadai. 

 Solusi dan Rekomendasi: Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, perlu 
dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak anak, memperkuat kapasitas lembaga 
yang bertanggung jawab, membangun sistem pelaporan yang efektif, serta meningkatkan 
kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat. 

 Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pendidikan dan kesadaran 
masyarakat sangat penting untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi anak. Melalui 
program edukasi di sekolah, media massa, dan komunitas, masyarakat dapat lebih 
memahami hak-hak anak dan mendukung perlindungan anak dengan lebih baik. 
 

2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran untuk meningkatkan perlindungan 

hukum terhadap anak di Indonesia adalah sebagai berikut: 
 Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi: Program-program edukasi tentang hak-hak anak 

perlu diperluas dan diperkaya, baik di sekolah, media massa, maupun komunitas. Hal ini 
untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memahami dan mendukung upaya 
perlindungan anak. 

 Memperkuat Kapasitas Lembaga: Lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan 
anak perlu diberikan dukungan sumber daya yang memadai, termasuk pelatihan dan 
dana yang cukup untuk menangani kasus kekerasan dan eksploitasi. 

 Membangun Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus: Sistem pelaporan dan penanganan 
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kasus kekerasan terhadap anak harus ditingkatkan agar lebih efektif dan responsif. Ini 
termasuk memperbaiki mekanisme pelaporan dan memastikan kasus-kasus dilaporkan 
dan ditindaklanjuti dengan serius. 

 Meningkatkan Kerjasama Multi-Pihak: Kerjasama antara pemerintah, LSM, dan 
masyarakat perlu diperkuat. Pembentukan kemitraan yang efektif akan memastikan 
bahwa upaya perlindungan anak berjalan secara holistik dan berkelanjutan. 
 

3. Jawaban terhadap Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas perlindungan hukum 

terhadap anak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. 
Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa meskipun undang-undang perlindungan 
anak telah diatur dengan baik, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, fasilitas 
yang minim, dan kendala dalam penegakan hukum masih menjadi penghambat. Oleh karena 
itu, untuk meningkatkan perlindungan anak, penting untuk meningkatkan edukasi dan 
kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas lembaga, membangun sistem pelaporan yang 
lebih baik, dan meningkatkan kerjasama antara berbagai pihak. 
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